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STRATEGI PENINGKATAN KESAD
TATA TERTIB

ABSTRACT
The State Polytechnic of Sriwijaya has legal re

order to create justice and order that is Director

i ¢ of State Polytechnic's Regulation Number | Year 2015 About
Academic Regulation and Order of Student of St
comply with these regulations, e

ate Polytechnic of Sriwijaya. In reality, students who do not

: & specially the regulations in Chapter VI on disciplinary order are still found.
This condition requires legal awareness of all parties, especially students of English study program. This study
aims to find out how the strategy

increases students' legal awareness of student discipline order. The method
used is qualitative research with the level of eksplanasinya is descriptive. The research was conducted by
decompiling and explanation systematically and comprehensively all data both primary and secondary were
obtained through interviews with key informants and supporting informants as well as through documentation
and observation. The legal awareness-raising strategy variables focused on institutional dimensions with 3
indicators and curricular and non-curricular dimensions with 4 indicators. Based on the results of the research,
it is found that in institutional dimension, there is no special institution / field / officer officially formulated by
State Polytechnic of Sriwijaya but in every department of supervisory duties towards the implementation of
disciplinary order is surrendered to academic supervisor. Implementation of punishment for violation of
disciplinary order is less strict. However, efforts to culture values of behavior and legal values have been well
implemented. Furthermore,

in the curricular and non-curricular dimension it is Sfound that the students’
knowledge and understanding of disciplinary rules are still moderate

(just know and just understand) so that
their attitudes are at a moderate level (just obedience) that affects on behavioral patterns at low levels
(compensation high).

Keywords: Strategy, Legal awareness, Student discipline and Discipline

gulation to support academic process and student activity in

ABSTRAK
Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki peraturan hukum untuk mendukung proses akademik dan kegiatan
mahasiswa agar tercipta keadilan dan ketertiban yaitu Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada realitasnya
mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan tersebut khususnya peraturan pada Bab VI tentang tata lc_:mb
kedisiplinan masih ditemukan. Kondisi ini membutuhkan kesadaran hukum‘scmual pihak khusus.nya mfahasmwa
program studi Bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk mengeta_hm bagaimana strategl meningkatkan
kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib kedisiplinan mahasiswa. Metode yang digunakan .adalah
penelitian kualitatif dengan tingkat eksplanasinya adalah deskri‘ptif. ‘Penelitian dilakukan dengan penguraian daq
penjelasan secara sistematis dan komprehensif seluruh data baik primer maupun sekum-ier yang dldap.at me}alml
wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung ser}a melalui dokumentasi d;'m c_ybservaSL Vz}nabe_
strategi peningkatan kesadaran hukum difokuskan pada dimensi k.elembagqan df:ngan 3 indikator dzn cél‘mens-lf
kurikuler dan non kurikuler dengan 4 indikator. Berdasarkan hasil penehtlan.dlltemukan bahwa_piiq:i.k Ilqmenb%
kelembagaan belum tersedia lembaga/bidang/petugas khusus yang secara resmi d1'pentul§ qlfiil; Pol:it.eer ;h k:g:dr;
Sriwijaya tetapi di setiap jurusan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertlb_kel?lz{p_ l:_m I}Scu L ]femt
dosen pembimbing akademik. Pelaksanaan hukuman ;erhad.a;p. pq}apgﬁaaﬁat&t;;lgn ;{S 1:2; 11(23\“ dengai iy
Namun, upaya pembudayaan nilai-nilai perilaku an nilai-nilai hu! wr e d
Selanjutnya, pada dimensi kurikuler dan non kunkuh_ar ditemukan bahwa penge
mahaiisw)arl terliladap peraturan tata tertib kedisiplinan masih tergolong sedang (lscekagar tg};u iiﬁ:ﬁlii;{l;:h;ﬁl
sehingga sikapnya berada pada tingkat sedang (sekadar patuh) yang berdampak pada pola p
tingkat rendah (kompensasi tinggi).

Kata Kunci : Strategi, Kesadaran hukum, Tata tertib mahasiswa dan Disiplin
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l'l'.,\'ll.\HUI.l 'AN
A lLaw Belakang

. Hukum merupakan serangkann peraturan,
cletapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan
:‘;‘:‘;{;XI L‘“‘-\lm schingga  harus  dilaksanakan
iy \:: um m\rhu'hhl dilaksanakan akan
mcml;rli ' an - sankst Kondist tersebut i atas

uhkan kualtas kesadaran hukum semua
llll't‘"\ |t‘lll;-\'~l:k nuh._m\ua program studi Dahasa
NH“‘ pada Politeknik Negeri Sriwijaya Politeknik
Negen Sniwyjaya merupakan  salah  satu
penyelenggara pendidikan tinggi yang sejak berdin
pada tanggal 20 Sepetember 1982 hingga saal ini
memiliki 13 (tiga belas) program studi yang
membutuhkan peraturan hukum untuk mendukung
proses akademik dan kegiatan mahasiswa agar
tercipta keadilan dan ketertiban serta mewujudkan
apa yang berfacdah bagi semua civitas akademika di
Politeknik  Negeri Sriwjaya. Peraturan hukum
tersebut adalah Peraturan Direktur Politeknik Negeri
No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan
Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.
Sa}ah satu program studi di Politeknik Negeri
Sriwijaya adalah Bahasa Inggris yang berdiri pada
tahun 2002 yang salah satu kompetensi
pendukungnya adalah mampu berdisiplin tinggi dan
beretika sesuai dengan profesi, norma masyarakat
dan agama.

Berdasarkan  uraian di atas  dapat
disimpulkan bahwa dengan berlakunya Peraturan
Direktur Politeknik Negeri No. 1 Tahun 2015
Tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib
Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya maka
seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa program
studi Bahasa Inggris harus mematuhi peraturan
tersebut sehingga kompetensi pendukung yaitu
mampu berdisiplin tinggi dan beretika sesuai dengan
profesi, norma masyarakat dan agama dapat
tercapai. Akan tetapi, pada realitasnya banyak dari
mahasiswa pada program studi Bahasa Inggris itu
yang tidak mematuhi peraturan tersebut khususnya
peraturan pada Bab VI tentang tata tertib
kedisiplinan. Hal ini terbukti dari adanya mahasiswa
yang tidak memakai seragam pada hari wajib
seragam dengan berbagai alasan, adanya mahasiswa
yang sering terlambat hadir atau tidak hadir tanpa
keterangan yang berdampak kepada meningkatnya
kompensasi mahasiswa program studi Bahasa
Inggris pada setiap semester. Meningkatnya
kompensasi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan

tabel berikut ini :
Tabel 1.
Data Kompensasi Mahasiswa pada
Program Studi Bahasa Inggris
Pada Tahun 2014, 2015 dan 2016

Angkatan Kompensasi
Angka Persentase
2014 79762 121%
2015 25587 1,18%
016 12920 1,05%

Sumber : Duplikat KHS Mahasiswa Pada Program Studi Bahasa
Inggris

Tabel 1. Data Kompensasi Mahasiswa pada Program Studi
fshass Tnggris Pada Mahasliwa Semester 1,3 dan 5 Tahun
Akademik 2016/2017

Semester K.ompensasi
Angka Persentase
v T 105%
T BT 1,18%
"y | 482k 121%

Sumher  Duplikat KHS Mahasiswa Pada Program Studi Bahasa

Inggnis ,
Latar belakang masalah di atas, maka

penulis  ingin meneliti  bagaimana  strategi
meningkatkan kesadaran hukum' mahasiswa
terhadap tata tertib kcdisiplinfm mahasiswa? Adapuq
tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
bagaimana strategi meningkatkan k‘CSBd.ara['l l_lul_cum
mahasiswa terhadap tata tertib _k.cdlsxplu?an
mahasiswa. Luaran (Output) Penelitian  yaitu:
1)Memberikan ~ masukan dalam penyusunan
peraturan akademik dan tata tertib mah.amswa di
lingkungan pendidikan tinggi Politeknik Negcq
Sriwijaya berupa strategi pelaksanaan sanksi
pelanggaran kedisiplinan dan  kompensasi,
2)Memberikan masukan mengenai bagaimana agar
mahasiswa memiliki kesadaran hukum terhadap tata
tertib kedisiplinan mahasiswa di Politeknik Negeri
Sriwijaya khususnya bagi mahasiswa program studi
Bahasa Inggris, 3)Menerbitkan hasil penelitian ini
dalam bentuk jurnal ilmiah yang terpublikasi dan
4)Menerbitkan hasil penelitian ini dalam bentuk
modul pembelajaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Irzan (2015:11) menyebutkan bahwa
kesadaran hukum merupakan konsep di dalam
sosiologi hukum terkait efektifitas hukum yang
memiliki berbagai pengertian. Pendapat ini
diperkuat oleh Ali (2014:62) yang menyebutkan
bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum
sehingga hukum dapat berfungsi. Selanjutnya,
menurut Soekanto(1982:153) Kesadaran hukum
sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai
yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum
yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum

terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam

masyarakat yang bersangkutan. Eleanora (2012:12-

13) menyebutkan bahwa kesadaran hukum ada 2

(dua), yaitu :

a. Sadar akan kewajiban hukum yaitu kesadaran
terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur oleh
hukum.

b. Sadar akan hak hukum yaitu seseorang harus
menyadari haknya dilindungi oleh hukum,
agar dapat terhindar dari penyalahgunaan
dan pembodohan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, ada 4 (empat) dimensi kesadaran

hukum menurut Soekanto (1982: 159) yang mana

dimensi tersebut menurut Ali (2014:67-70) dapat
digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan
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kesadaran hukum. Dimenst yang dimaksud adalah

sebagal berikut

a  Pengetahuan tentang peraturan: peraturan hukum
(law awureneag)

b Pemahaman tentang  is)
hakum (faw acquaintance)

¢ Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legul
uttitude)

d Pola penilaku hokum (fegal Behaviour)

Selun i, lL‘flL“ll srtegi lain yang ‘h‘"
digunakan  untuk dabim  wala  menmgkatkan  dan
membina kualitas kesadaran lukum yong menunit | keanor
(2012:18) ada Muga) tindakan pokok  yang  dapat
dilakukan,yastu ;

a. Tindalan represif,

b, Tindakan preventil

¢.  Tindakan persuasif
Peningkatan ~ kesadaran hukum i lingkungan

perguruan tinggi khususnyn kesadaran hukum mahasiswa

dapat dupayakan melalui 2 strategi sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan menurut Eleanor (2012:18)
disebutkan bahwa kesadaran hukum dapat ditingkatkan
kualitasnya melalui 3(tiga) tindakan pokok yang dapat
dilakukan,yaitu:

e Tindakan represif, ini harus bersifat drastis, tegas,
Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law
enforcement harus lebih tegas dan konsekwen.

» Tindakan preventif merupakan usaha untuk
mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum
atau merosotnya kesadaran hukum.

¢ Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu.
Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum,
sedang hukum adalah produk kebudayaan.

b. Kegiatan kurikuler dan Non Kurikuler

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang
dimasukkan dalam kegiatan
pembelajaran/perkuliahan. Bentuknya adalah mata
kuliah atau sub bab modul pembelajaran.
Selanjutnya, kegiatan non kurikuler adalah kegiatan
mahasiswa yang didanai oleh Dikti wajib
memasukkan nilai-nilai dasar karakter dalam
kegiatannya. Soekanto (1982:159) dan Ali
(2014:67-70) menyebutkan bahwa untuk upaya
meningkatkan kesadaran hukum dapapt dilakukan
dengan memahami dimensi kesadaran hukum itu
sendiri. Berdasarkan uraian di atas, strategi
meningkatkan kesadaran hukum secara kurikuler
dan non kurikuler adalah dengan memahami
dimensi kesadaran hukum itu sendiri yang
dimasukkan dalam perkuliahan dan dalam kegiatan
mahasiswa. Dimensi yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

» Pengetahuan tentang peraturan-peraturan
hukum (faw awareness)

Kesadaraan terhadap kenyataan bahwa
jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sudah
tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku
yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan

perturan- peraturan

—

oleh bukum Kenyataan asumsi tersebut tidak selalu
benar. Kriterin untuk mengetahui apakah seseorang
telah  memiliki  pengetabuan  hukum  adalah
menjawah dengan benar pertanyaan tentang sebuah
peraturan. hka dijawab benar maka orang tersebut
memiliki pengetahuan hukum tentang  peraturan
tersebut Sebaliknya, jika menjawah salah maka
orang tersebul  belum  atau  kurang  memiliki
pengetahuan hukum,

# Pemahaman tentang isl peraturan-peraturan

hukum (law acquaintance)

Sejumlah  informasi  yang  dipunyai
sescorang  yang  mengandung  muatan  perkara
tethadap peraturan normatif tertentu. Kriteria untuk
mengetahui  apakah  sescorang telah  memiliki
pemahaman tentang 1si peraturan hukum adalah
menjawab dengan benar pertanyaan tentang isi
sebuah peraturan. Jika dijawab benar maka orang
tersebut memiliki pemahaman tentang isi peraturan
hukum tentang peraturan tersebut. Sebaliknya, jika
menjawab salah maka orang tersebut belum atau
kurang memiliki pemahaman tentang isi peraturan
hukum.

# Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
(legal attitude)

Suatu kecenderungan untuk menyetujui
suatu norma hukum atau aturan karema pantas
dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku.
Kriteria untuk mengetahui apakah seseorang telah
memiliki sikap hukum adalah ketika orang tersebut
mentaati/mematuhi hukum, Sikap taat hukum terjadi
karena: takut mendapat sanksi jika melanggar
aturan, keinginan menjaga hubungan baik dengan
penguasa, keinginan menjaga hubungan baik dengan
sesama, anggapan bahwa hukum sesuai dengan
nilai-nilai yang dianut dan perasaan bahwa
kepentingan terlindungi.

# Pola perilaku hukum (legal Behaviour)

Perilaku yang diinginkan secara hukum.
Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam
kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah
suatu peraturan berlaku atau tidak dalam diri
seseorang /masyarakat. Kriteria untuk mengetahui
apakah seseorang telah memiliki pola perilaku
hukum adalah ketika peraturan tersebut berlaku
maka orang tersebut berperilaku sesuai peraturan
tanpa perasaan terpaksa.

Lebih lanjut, instrumen pengukur hasil
peningkatan kesadaran hukum dapat diukur
berdasarkan 4 dimensi kesadaran hukum yang mana
hasil pengukuran menunjukkan tingkat kesadaran
hukum dari tingkat yang terendah yaitu Ilaw
awareness sampai tertinggi yaitu legal behaviour.
Pendapat ini diperkuat oleh Ali (2014:62,66) yang
menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas
hukum sehingga hukum dapat berfungsi dengan
baik dimana apabila seseorang hanya mengetahui
hukum sebatas sebagai ketentuan hukum saja maka
taraf kesadaran hukum orang tersebut lebih rendah
dari mereka yang memahami bhukum, dan
seterusnya.
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Terkait dengan tata tertib kedisiplipﬂfl.
Wijaya (2014:99) menyebutkan bahwa disiplin
adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta
menaali peraturan, tata tertib dan norma yang
berlaku di lembaga tertentu. Disiplin memiliki 3
(tiga) aspek yaitu: ;
a. Sikap mental yaitu sikap taat dan tertib sebagal

hasil latihan pengendalian pikiran ~ dan

pengendalian watak.

b. Pemahaman baik mengenai sistem aturan
tingkah laku sehingga menumbuhkan kesadaran
untuk memeahai disiplin sebagaiaturan yagn
membimbing perilaku.

c. Sikap dan tingkah laku yang secara wajar
menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati
segala hal secara cermat.

Untuk membentuk suatu perilaku disiplin
dibutuhkan adanya peraturan. Salah bentuk
peraturan tersebut adalah Tata Tertib kedisiplinan
mahasiswa yang diatur secara khusus pada Bab VI
Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.1
Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik dan Tata
Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.
Lebih lanjut, isi tata tertib disiplin mahasiswa pada
Bab VI tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 20
menyebutkan bahwa mahasiswa Politeknik diharuskan
memiliki disiplin tinggi yang meliputi:

1. Hadir di ruang kuliah tepat waktu;

2. Bertingkah laku yang baik;

3. Penampilan rapi yang tercermin dalam:

a. Pakaian rapi dan sopan, khusus laki-
laki tidak memakai anting-anting,
kalung, gelang dan bertato;

b. Tidak memakai baju kaos tanpa krah;

c. Selama kegiatan praktik memakai
pakaian kerja bengkel/lab,khusus untuk
mahasiswa Rekayasa memakai sepatu
tertutup;

d. Memakai pakaian seragam pada hari
tertentu bagi mahasiswa

e. Tidak diperkenankan memakai
sandal,sepatu sandal dan sejenisnya.

f Rambut rapi dan khusus laki-laki berambut
pendek, tidak menutup telinga dan tidak
menutup krah.

4. Memelihara kebersihan dan keindahan di
lingkungan kampus serta tidak membuang
sampah di sembarang tempat;

5. Tidak makan, minum, merokok,
mengaktifkan  telepon  genggam  dan
melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses
pembelajaran di dalam gedung  sekolah,
laboratorium, bengkel maupun studio;

6. Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain
a. Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik,

Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya);

b. Membawa dan menggunakan media
pornografi serta tidak melakukan
pornoaksi;

c. Membawa dan menggunakan senjata
api,senjata tajam dan sejenisnya.

d. Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan,

dan perjudian;
e. Melakukan perkelahian didalam kampus,

7. Tidak mengorganisir atau melakukan
kegiatan politik praktis di politeknik

8. Bertanggung jawab dalam menjag,
barang —barang milik Politeknik dar;
kerusakan dan kehilangan;

9. Mematuhi peraturan  —peraturan
keselamatan kerja untuk mencegah
terjadinya kecelakaan.Tidak mengganggy
ketertiban di lingkungan kampus antara lain;
mengendarai kendaraan dengan suara yang kerag
dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir
kendaraan di sembarang tempat (misal:koridor);

10. Mematuhi peraturan-peraturan  dan  perundang-
undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan
tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat
terdiri dari penambahan tugas’kerja kompensasi,
penggantian kerusakan alat, teguran lisan maupun
tertulis, atau diberhentikan dari  Politeknik.
Selanjutnya, ~Pasal 21  mengatur  masalah
ketidakhadiran/absen yang diizinkan sebagai berikut :
1. Tidak hadir di kelas hanya diizinkan dengan

alasan sakit, mendapat kecelakaan atau
disebabkan keperluan penting yang sangat
mendesak dan/atau  keperluan lain  yang
dinyatakan penting oleh pejabat yang berwenang;

2. Bila tidak dapat hadir karena alasan sakit atau
kecelakaan, harus ada surat dari orang tua/wali
disertai dengan surat keterangan dokter
kepada Ketua Jurusan atau Pembimbing
Akademik. Apabila surat izin dari orang
tua/wali tidak disertai surat keterangan dokter
maka surat tersebut hanya berlaku untuk
satu hari, dan ketidakhadiran pada hari
berikutnya dianggap alpa;

3. Bila tidak hadir karena keperluan penting yang
sangat mendesak seperti (orang tua atau saudara
kandung meninggal, sakit keras, atau yang
bersangkutan mengalami kecelakaan), paling
lambat dalam waktu 2 (dua) hari, Ketua Jurusan
atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus
sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada
saat hadir kembali mahasiswa tersebut diharuskan
membawa surat dari orang tua/walinya yang
menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut;

4, Tidak hadir kurang dari satu hari harus mendapat
izin Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program
Studi/Pembimbing Akademik dan Dosen yang
bersangkutan;

Tidak hadir lebih dari satu hari sampai dengan tiga
hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua
Jurusan sehari sebelumnya;

5. Tidak hadir lebih dari tiga hari, izin harus
diminta secara tertulis kepada Pembantu
Direktur [ yang disetujui oleh Ketua Jurusan
sekurang-kurangnya satu  hari  sebelumnya;
Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan
bila mendapat tugas dari lembaga dengan
dibuktikan Surat Tugas maka statusnya
ditugaskan;
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8. Ketua Sekretars  Jurusan Ketug
atau Pembimbing Akademik ber
apakah surat izin ketidakhadi
duolhk

Kemudian, mengenai sanks; ketidakhadiran diatur

dalam Pasal 22 sebagai berikut

1. Absen tanpa izin dan keterlambatan hadir akan
dikenakan peringatan lisan maupun tulisan
dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Program Studi
hak menentukan
an diterima atay

Tabel 3
Sanksi Kompensasi
" Keterlambatan/ Sanksi ]
| meninggalkan pelajaran
__sebelum waktunya
i § menit sampai dengan 2 jam | Diben sanksi
belaiar Kompensasi 4 (empat)
| Lebih dani 2 jam Dianggap tidak hadir
| selam 1 hari (1 hari
dihitung 6
jam)kompensasinya
1.5 Kalinya (1,5x6=9
’. jam)
{ 1 han Kompensasinga 10
‘ {0

i
2. Pebksanaan kompensasi akan diatur dabm buku
pedoman tersendin:
3. Pengaturan waktu kompensasi sebagai berikut :
a. Untuk semester 1. 2. 3 dan 4 pelaksanaan
harus dilakukan setelah yudisium dan harus
selesai sebelum masuk semester berikutnya;
b. Untuk semester 5 dan  semester akhir
peleksanaan  dapat diakumulasikan setelah
selesai yudisium semester akhir atau sebelum
wisuda;
C. Apabila kompensasi tidak dilaksanakan maka:
* KHS, Tljazah, dan Transkrip yang
bersangkutan tidak akan diberikan, baik
copy

* Sanksj kompensasi dikalikan 2 (dua);

¢ Tidak direkomendasikan untuk
mendapatkan beasiswa.

d. Absen tanpa izin akan dijumlahkan pada setiap
semester. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan
kepada mahasiswa dan orang tua walinya sebagai
berikut:

e Absen tanpa izin mencapai 12 jam belajar
diberikan Surat Peringatan [;

* Absen tanpa izin mencapai 18 jam belajar
diberikan Surat Peringatan II;

® Absen tanpa izin mencapai 24 jam belajar
diberikan Surat Peringatan III;

e Absen tanpa izin mencapai 29 jam diberikan
Surat Keputusan Pemberhentian

Pasal 23 menjelaskan Batas Maksimum

Ketidakhadiran/Absen

1. Bila jumlah absen dengan dan tanpa izin (sakit,
izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu
semester, maka mahasiswa yang bersangkutan
harus mengajukan stop out atau yang bersangkutan
maksimum hilus percobaan;

2. Khusus mahasiswa semester | dan 2, bila jumlah
absen dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa)

mencapai 116 jam belajor dalnm satu semester,
maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan
drop out.
Lebih lanjut, terkait dengan penegakan
aturan Kedisiplinan menurut Tu'us (2004:58-62)
dapat ditanggulangi melaluj 3 langkah dimana
pendapat ini diperkuat oleh Eleanor (2012:18) yang
menyebutkan bahwa kesadarmn hukum dapat ditingkntkan
kualitasmyn melahui Ntiga) tindakan pokok yang dapat
dilakukan, scbagai berikut :
1. Tindakan represif berupa langkah yang diambil
sudah  berkaitan dengan pelanggaran yang
dilakukan oleh mahasiswa.
Tindakan preventif berupa langkah yang lebih
mengarah kepada usaha mendorong mahasiswa
melaksanakan tata tertib kedisiplinan.
3. Tindakan persuasif berupa langkah yang diambil
terkait upaya pembinaan dan pendampingan
terhadap mahasiswa yang telah melanggar tata

tertib kedisiplinan dan sudah mendapatkan
sanksi kedisiplinan.

o

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menurut tingkat
eksplanasinya adalah penelitian diskriptif. Penelitian
deskriptif = menurut Faisal (2003:20) adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan
mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau
kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan
sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah
yang diteliti. Pendekatan yang dianggap sesuai
adalah melalui pendekatan kualitatif, maka
berkaitan dengan pendekatan tersebut, maka dalam
penelitian ini dilakukan penguraian dan penjelasan
secara sistematis dan komprehensif seluruh data
baik data primer maupun data sekunder.

Fokus penelitian  dalam  rangka
mempermudah proses analisis data yang diperoleh
maka definisi konsep yang ada
dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator
agar mampu menggambarkan dan menjelaskan
gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Dalam
penelitian ini yang menjadi variabel penelitian
adalah strategi peningkatan kesadaran hukum
dengan dimensi yaitu kesadaran hukum yang terdiri
dari indikator sebagai berikut: pengetahuan hukum,
pemahaman isi hukum, sikap hukum dan pola
perilaku hukum. Adapun fokus penelitian dalam hal

ini ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 4
Matrik Operasional Variabel Penelitian
Variabel Dimensi Indikator
Strategi Korikuler a. Pengetahuan
Peningkatan | dan non hukum
Kesadaran | kurikuler b. Pemahaman
Hukum hukum
c. Sikap hukum
d. Pola prilaku
Kelembagaan | a. Tindakan represif
b. Tindakan preventif
¢. Tindakan persuasif

Tabel 5
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Mat
Viatriks Instrumen Pengukur Hasil Peningkatan

m{___ ~ Hukum PSS

— | Indikater Kriteria

& Pengetahuan Peraturan a  Rendah
hukum | Dirckuur b Sedang

b !‘t;mnlmm.m Politckmk Negeri | ¢ Tingg!
i1 hukum Snwijaya Noo |

[ €. Sikap hukum | Tahun 2018

d Pola  prlaku

L_Luﬂm

PPada pcnclm.u{ i data  diperoleh
menggunakan data primer dan data sekunder. Ada
dua sumber data yang dapat digunakan dalam
penelhitian, yaiu:

Data primer dalam penelitian ini di dapat
melalui informan. Informan adalah orang-orang
yang dipihh schagai informasi awal. Pemilihan
informan awal dilakukan secara purposive sampling.
f\sumsinya. informan kunci dianggap sebagai
informan yang benar-benar relevan dan kompeten
d?ngnn masalah penelitian schingga data yang
diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.
Informan awal diminta untuk menunjuk orang lain
yang dapat memberikan informasi yang terkait
d_cngan masalah penelitian. Kemudian informan ini
diminta pula memberikan informasi, demikian
seterusnya sampai menunjukkan tingkat kejenuhan
informasi yang dilakukan ini lazimnya di kenal
dengan istilah snowball yaitu informan dipilih
secara bergilir sampai menunjukkan tingkat
kejenuhan informan. Dalam penelitian ini dipandang
sebagai informan awal (sumber informasi) adalah:

a. Informan Kunci
Pimpinan program studi Bahasa

Inggris 1 orang
Kabag Akademik dan 1
Kemahasiswaan SEe
Bagian Kemahasiswaan 1 orang
Badan Eksekutif Mahasiswa 1 orang
Pengurus HMJ Bahasa Inggris 5 orang
b. Informan Pendukung
Mahasiswa penerima sanksi 10 &at
kedisiplinan di Bahasa Inggris i
Mahasiswa yang tidak pernah
menerima sanksi kedisplinan A rang
Mahasiswa penerima beasiswa di

- 10 orang
Bahasa Inggris
Mahasiswa yang terlibat dalam HMJ

¥ 10 orang
Bahasa Inggris

Data sekunder merupakan data yang
diperoleh secara tidak langsung melalui kajian
kepustakaan terhadap dokumen dan arsip yang
relevan dan sumber data tertulis lainnya yang terkait
dengan pengaruh kesadaran hukum terhadap
kepatuhan hukum terhadap sebuah peraturan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan
dan teknik wawacara tidak berstruktur. Sugiyono
(2010:166) menjelaskan bahwa teknik observasi
ponpartisipan  adalah peneliti hanya sebagai

ghatan Kesadaran Hukum

Fransisca. Strategi Penin
langsung dengan kegiatan

i ibat
L tidak terli : oo
eknik wawancara

g
t Arikunto (2002: )ada]a.h
wawancara Yang hanya memuat garis

) Jitanyakan. ;
e ykuran data yang digunakan

k dan member check:
atakan bahwa triangulasi

pengama g digunakan

«chari-hari 0rang ya

pedoman
besar yan
Teknik pengukif
adalah (riangulasi tekni
S ugly 2008:127) meny v 1gu’
?cl;h::?kn::‘c:upakun ieknik untuk mengu)! kr'elilbl:]l::
data yang dilakukan dengan cara mcmcl;ika b
kepada sumber yang sama .cngan te(zoog;lzg)
berbeda,  Selanjutnyd
m:nyalnkan bahwa member dr‘eck lTlcru:J:éclzii:li
proses pemeriksaan data yang L:jl::;:al’l? ::1 cn;;ﬂahm
da pemberi data. Tujuannya adaiati
I::l?:mi;s jauh data yang dipcrole}‘; scsl}aﬂl( :cgigsapr; ;Zfi
, diberikan oleh nard sumber. :
?::lfa data tersebut dapat dnl::atak;n . :t::ll;dl;
Pelaksanaan member check dapatl dllgku an
ode pengumpulan data selesal.
T pm‘zl'f:cklrjlik analisis data menggunakan model
teknik analisis data dari Miles dan Huberman d'al'am
(Sugiyono 2008: 92) menyatakan bahwa aktivitas
y 'lisis data kualitatif dilakukan secara

dalam ana '
i:?leraktif dan berlangsung secara be.rkelanjutan
hingga tuntas dan data telah jenuh. Kegiatan dalam

analisis data pada penelitian ini adalah:
1. Reduksidata

pada  awalnya data dilcumpu]]fiaﬁ
teknik pengumpulan data, dan setela
e ; data dilakukan

itu dilakukan reduksi data. Ret'iuksi
dengan merangkum, memilih ha_l-hal po!(okt
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari
lema dan polanya. Sehingga data yang clah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya. Adapun data yang
direduksi adalah data dari hasil wawancara dan
observasi yang dilakukan terkait dengan judul
penelitian. Dalam proses ini data yang kurang
relevan dengan penelitian akan ditinggalkan.
2. Penyajian data

Merupakan proses penyusunan kembali
informasi yang lengkap ke dalam suatu bentuk yang
disederhanakan  secara  selektif dan mudah
dimengerti schingga dapat diperoleh tingkat
validitasnya. Pada penelitian ini, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang
paling sering adalah dengan teks yang bersifat
naratif (Afifuddin dan Ahmad Saebeni, 2009:184).
3. Penarikan kesimpulan

Merupakan suatu kegiatan konfigurasi utuh
selama penelitian berlangsung. Verifikasi oleh
peneliti dimaksudkan untuk menganalisis dan
menc?ri makna dari informasi yang dikumpulkan
sesuai dengan pertanyaan penelitian setelah data
direduksi dan disajikan. Kesimpulan yan
dikemukakan pada tahap awal didukun e

: g oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
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ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukan merupakan kesimpulan yang valid.

Berdasarkan metode pendekatan kualitatif
yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis
data yang dilakukan berlangsung dalam saty siklus
model interaktif yang berarti bahwa proses analisis
data mulai dilaksanakan pada tahap awal penelitian
dan berlanjut selama proses penelitian. Analisis data
dilakukan secara sistemalis berdasarkan hasil
temuan pada proses pengumpulan data,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi peningkatan kesadaran hukum
mahasiswa terhadap tata tertib disiplin mahasiswa
dalam penelitian ini dioperasionalkan dalam 2 (dua)
strategi yaitu: kelembagaan dan kegiatan kurikuler
dan non kurikuler. Kedua strategi tersebut diolah
melalui pengolahan data primer. Berikut hasil
pengolahan data yang didapat dari informan kunci,
informan pendukung, observasi dan dokumentasi
yang dilakukan pada 2 (dua) strategi yaitu
kelembagaan dan kegiatan kurikuler dan non
kurikuler.

Kelembagaan

Strategi kelembagaan dalam peningkatan
kesadaran hukum mahasiswa terhadap tata tertib
disiplin mahasiswa terdiri dari 3(tiga) tindakan
pokok yang dapat dilakukan yaitu :

1. Tindakan represif, berdasarkan hasil pengolahan
data yang didapat dari informan kunci, informan
pendukung, observasi dan dokumentasi yang
ditemukan  adalah  pembuat  kebijakan
menyangkut tata tertib kedisiplinan mahasiswa
di Politeknik Negeri Sriwijaya adalah Senat.
Namun, Politeknik Negeri Sriwijaya tidak
membentuk  lembaga/petugas  khusus  yang
menangani pengawasan terhadap pelaksanaan
tata tertib kedisiplinan tersebut karena tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib
kedisiplinan diserahkan kepada masing-masing
jurusan. Lebih lanjut, pelaksanaan pengawasan
terhadap tata tertib kedisiplinan di jurusan
diserahkan kepada dosen pembimbing akademik
yang berada dibawah pengawasan ketua jurusan
dan sekretaris jurusan. Dengan demikian, dapat
disimpulkan  bahwa  petugas  pengawas
pelaksanaan tata tertib kedisiplinan adalah dosen
pembimbing akademik. Berdasarkan observasi
di temukan bahwa  tidak semua dosen
pembimbing akademik melaksanakan tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib
kedisiplinan dengan ketat. Hasil observasi ini
dibuktikan dengan berbagai hal antara lain :
tidak mengadakan pertemuan wajib dengan
mahasiswa bimbingan minimal 1 x seminggu,
mengakumulasi jumlah kompensasi mahasiswa
(kompensasi tidak dibayar sesuai dengan jumlah
jam  sebenarnya), mengganti pembayaran
kompensasi yang seharusnya dalam bentuk
bekerja diganti dalam bentuk pembelian barang (
dengan alasan terjadi karena bentuk yang harus
dikerjakan tidak memadai),pembayaran

—

kompensasi dilakukan pada saat perkuliahan
sudah dimulai (seharusnya dilakukan pada saat
libur semester), dsb. Kondisi sanksi kompensasi
yang demikian tidak memberikan efek jera
kepada mahasiswa.

2. Tindakan  preventif, berdasarkan hasil
pengolahan data yang didapat dari informan
kunci, informan pendukung, observasi dan
dokumentasi  yang  ditemukan  adalah
pelaksanaan tata tertib kedisiplinan diawasi
namun lidak ketat. Pemberian hukuman
dilakukan secara adil dengan bentuk ancaman
hukuman terhadap pelanggaran tata tentib
kedisiplinan yang dibuat oleh Senat telah
memadai. Bentuk hukuman dimulai dari
hukuman ringan (pembayaran kompensasi pada
saat libur semester) hingga hukuman terberat
(pemberian surat peringatan 1, 2 (disaran stop
out) dan 3 (di berhentikan). Namun dalam
pelaksanaannya, berdasarkan penelitian terhadap
tindakan represif ditemukan bahwa bentuk
hukuman ringan tidak diawasi dengan ketat dan
tidak memberikan efek jera sedangkan untuk
surat peringatan terkadang tidak sampai ke
tangan orang tua/wali mahasiswa karena tidak
ada kurir khusus untuk tugas pengantaran.

3. Tindakan  persuasif,  berdasarkan hasil
pengolahan data yang didapat dari informan
kunci, informan pendukung, observasi dan
dokumentasi yang ditemukan adalah politeknik
Negeri Sriwijaya telah mengadakan upaya
pembudayaan nilai-nilai perilaku dan nilai-nilai
hukum dalam bentuk diksarlin (pada awal
perkuliahan) dan pemberian matakuliah perilaku
yaitu  pendidikan  Pancasila, pendidikan
kewarganegaraan, pendidikan agama dan
pendidikan bahasa Indonesia.

Kegiatan kurikuler dan non kurikuler

Strategi peningkatkan kesadaran hukum
secara kurikuler dan non kurikuler adalah dengan
memahami dimensi kesadaran hukum itu sendiri
yang dimasukkan dalam perkuliahan dan dalam
kegiatan mahasiswa. Dimensi yang dimaksud adalah
sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan
hukum (law awareness)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang
didapat dari informan kunci, informan pendukung,
observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah
informan pendukung yaitu mahasiswa menyatakan
bahwa mereka mengetahui adanya peraturan tentang
tata tertib kedisiplinan yang dikeluarkan oleh
Politeknik  Negeri Sriwijaya. Namun para
mahasiswa yang menjadi informan pendukung
hanya mampu menyebutkan apa saja yang diatur
oleh peraturan tersebut yang sifatnya umum terjadi
seperti kewajiban menggunakan seragam, aturan
keterlambatan, aturan  ketidakhadiran  dalam
perkuliahan, aturan pembayaran kompensasi pada
libur semester dan adanya surat peringatan jika
tingkat pelanggaran telah mencapai batas tertentu.
Pemnyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa
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an Strategi Peningkatan Kesadaran
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Hukum Mahasi

tata tertib kedisiplinan. Mahasiswa U :
yang menjawab kurang memahami bahkan ragu- Faes [ndikator Hasil Temuan
ragu apa mererka memahami isi peraturan tata tcrtlbl Dnmbc aan | Tindakan Belum ada
kedisiplinan karena belum mendapatkan informasi Kelembag Represif lembaga/bidang/petugas
secara tertulis dan kurangnya sosialisasi serta belum khusus yang dibentuk
mengetahui  dengan  jelas  bagaimana sistem karena _di smcérgdlkan
kompensasi dan cara pembayaran di waktu libur dengan Ju:lusan. :manag
semester. . Pernyataan ini menunjukkan bahwa di jurusan, ”l:s g
a : ta pengawas pelaksanaan
mahasiswa sebagai subyek dan obyek pelaku ta LR edisiplinan
tertib kedisiplinan telah memiliki pengetahuan adalah Ao
hukurn yang tergolong sedang ( sekedar paham) pembimbing akademik
3. Sikap tel_-hndap peraturan-peraturan hukum yang kurang  ketat
(legal attitude) melakukan pengawasan.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang W Pelaksanaan hukuman
didapat dari informan kunci, informan pendukung, preventif | kurang dilakukan dan
observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah diawasi dengan ketat.
sebagian besar mahasiswa menjawab meskipun Surat peringatan tidak
mereka kurang jelas dengan isi peraturan tata tertib sampai ke orangtua/wali
kedisiplinan namun mereka berusaha untuk tidak mahasiswa karena tidak
melanggar aturan karena takut mendapat sanksi, ada kurir khusus untuk
ingin menjaga hubungan baik dengan lembaga, r T iugas pen antaran.
sesama mahasiswa, ingin kepentingan dilindungi Tindakan | Upaya _ pembudayaan
serta menganggap bahwa isi peraturan tata tertib persuasif | nilai-nilai perilaku dan

338 . T : nilai-nilai hukum telah
kedisiplinan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut -

i i dilakukan dalam bentuk
oleh masyarakat umum. Sebagian lagi menyatakan R
; : S ; diksarlin (pada awal
tidak takut akan sanksi yang diberikan sepanjang ;

- perkuliahan) dan
perilaku yang mereka lakukan mereka anggap benar. pemberian  matakuliah
Namun mereka siap mendapatkan —sanksi jika perilaku yaitu
hul_)ungan baik dengal:.x lembaga dan sesama dapa.t pendidikan  Pancasila,
terjaga dan kepentingan mereka terlmdqngL pendidikan
Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa kewarganegaraan,
sebagai subyek dan obyek pelaku tata tertib pendidikan agama dan
kedisiplinan telah memiliki pengetahuan hukum pendidikan bahasa
yang tergolong sedang ( sekadar patuh ). Indonesia.

Tabel 7

4. Pola perilaku hukum (legal Behaviour)
Berdasarkan hasil pengolahan data yang

didapat dari informan kunci, informan pendukung,

observasi dan dokumentasi yang ditemukan adalah

Rekapitulasi Hasil Temuan Strategi Peningkatan
Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tata Tertib
Disiplin Mahasiswa untuk Strategi Kegiatan
Kurikuler dan Non Kurikuler

mahasiswa berusaha mengikuti dan mentaati . : . >
peraturan tata tertib kedisiplinan tanpa rasa terpaksa. | s s Hasil Temuan

Namun dengan berbagai alasan seperti karena cuaca, Kurikuler | Pengetahuan | Mahasiswa ~ menyatakan
belum makan dari rumah, kejadian tak terduga di dan Non | hukum bahwa mereka mengetahui
perjalanan menuju kampus, kejadian dalam keluarga Kurikuler adanya peraturan tentang
ataupun kondisi tubuh yang tidak memungkinkan tata tertib kedisiplinan
maka mercka merasa sah saja jika melanggar yang  dikeluarkan oleh
peraturan  tata tertib  kedisiplinan. ~Kondisi Politeknik Negeri
mengakibatkan tingkat kompensasi semakin tinggi Sriwijaya. Namun pard
dan kondisi ini dibuktikan dengan data kompesasi {nahasnswa yang menjadi
yang direkap oleh jurusan. Pernyataan ini Lnforman pendukung
menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai subyek dan ma:ya St HRmpy
obyek pelaku tata tertib kedisiplinan telah memiliki diage utOI:hapa s?;gﬁ;ﬁ
iengetahua.n‘ hul;um yang tergolong rendah ( PR psifamya

ompensasi tinggi). umum terjadi.
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B

Pemahaman
Hukum

Ada mahasiswa yang telah
memahami  isi  peraturan
tata tertib  kedisiplinan.
Namun ada scbagian lagi
yang menjawab  kurang
memahami  bahkan ragu-
ragu apa mererka
memahami  isi  peraturan
tta  tertih  kedisiplinan
karena belum mendapatkan
informasi  secara  tertulis
dan kurangnya sosialisasi
serta belum  mengetahui
dengan  jelas  bagaimana
sisten kompensasi - dan
cara pembayaran di waktu
libur semester

Sikap
hukum

Scbhagian besar mahasiswa
menjawab meskipun
mercka kurang  jelas
dengan isi peraturan tata
tertib kedisiplinan namun
mercka  berusaha  untuk
tidak  melanggar  aturan
karena takut  mendapat
sanksi, ingin  menjaga
hubungan baik  dengan
lembaga, sesama
mahasiswa, ingin
kepentingan dilindungi
serta menganggap bahwa
isi peraturan tata tertib
kedisiplinan sesuai dengan
nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat umum.
Sebagian lagi menyatakan
tidak takut akan sanksi
yang diberikan sepanjang
perilaku  yang mereka
lakukan mereka anggap
benar. Namun mereka siap
mendapatkan  sanksi jika
hubungan baik dengan
lembaga dan sesama dapat
tejaga dan kepentingan
mereka terlindungi.

Pola
Perilaku
Hukum

Mahasiswa berusaha
mengikuti dan mentaati
peraturan  tata tertib
kedisiplinan tanpa rasa
terpaksa. Namun dengan
berbagai alasan seperti
karena cuaca, kejadian tak
terduga, di  prjalanan
menuju kampus, kejadian
dalam keluarga ataupun
kondisi tubuh yang tidak
memungkinkan maka
mereka merasa sah saja
jika melanggar peraturan
tata tertib kedisiplinan.
Kondisi ~ mengakibatkan
tingkat kompensasi
semakin tinggi dan kondisi
ini dibuktikan dengan data
kompesasi yang direkap
oleh jurusan.

Tabel 8

Rekapitulasi Hasil Temuan Strategl Peningkatan
Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tata Tertib
Disiplin Mahasisws untuk Hasll Pengukuran
Kesadaran Hukum Mahasiswa

Instrumen Indikator Hasil Temuan
Pengetahuan | Mengetahui, Tingkat  sedang
hukum memahami, (sekedar tahu )
“Pemahaman | mematuhi dan | Tingkat  sedang
Hukum pemberlakuan (sckedar paham)
Sikap Peraturan Tingkat  sedang
hukum Dircktur (sckadar patuh)
TPola | Politeknik Negeri | Tingkat  rendah
Penlaku Sriwijaya ~ Nol | (kompensasi
Hukum Tahun 2015 tinggi)

Tentang Peraturan
Akademik  dan
Tata Tertib
Mahasiswa
Politeknik Negeri
Sriwijaya  yaitu
khususnya BAB
VI yaitu :

a. Pasal 20

b. Pasal 21

c. Pasal 22

d. Pasal 23

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka
strategi peningkatan kesadaran hukum terhadap tata
tertib kedisiplinan yang ditawarkan oleh peneliti
adalah sebagai berikut :

1.

Perlu dibentuk kelembagaan secara khusus yang
menangani masalah tata tertib kedisiplinan
mahasiswa di Polsri. Kelembagaan ini bertugas
untuk  melakukan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan tata tertib kedisiplinan bagi
mahasiswa yang melanggar kedisplinan.
Kelembagaan ini sebaiknya ada dalam
lingkungan  pembantu  direktur  bidang
kemahasiswaan. Lembaga ini beranggotakan
setiap dosen seluruh jurusan dengan masa
jabatan 4 (empat) tahun. Laporan mengenai
pelaksanaan tata tertib kedisiplinan diberikan per
semester kepada lembaga tata tertib kedisiplinan
mahasiswa.

Sanksi untuk mahasiswa yang melanggar tata
tertib kedisiplinan mahasiswa dimasukkan dalam
sosialisasi setiap mata kuliah oleh para dosen
Polsri. Sanksi tersebut dalam pelaksanaannya
diawasi oleh lembaga tata tertib kedisiplinan
mahasiswa.

Diperlukan buku pedoman secara jelas mengenai
sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran
tata tertib kedisiplinan mahasiswa.

Diperlukan buku pedoman secara jelas mengenai
pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan tata
tertib kedisiplinan mahasiswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisa data

pada variabel strategi implementasi yang dibahas
dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai
berikut
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I. Pada dimensi kelembangaan belum tersedia : 4 5 //aClA;J,;:;S?"S"Ca
lembaga/bidang/petugas  khusus  yang sccara ROZI-FISIP.pdf diunduh tACH
resmi dibentuk oleh Politcknik Negeri Sriwijaya 19/4/2017 angga|

tetapi i masing-masing  jurusan tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib
kedisiplinan diserah kepada dosen ptmhimhmll
akademik. Pelaksanaan  hukuman terhadap
pelanggaran tata terib kedisiplinan kurang ketat.
Namun, upaya pembudayaan nilai-nilai perilaku
dan nilar-mlai hukum telah dilaksanakan dengan
haik.

2. Pada dimensi kunkuler dan non kurikuler
pengetahuan  dan pemahaman mahasiswa
terhadap peraturan tata tertib kedisiplinan masth
tergolong sedang (sckadar tahu dan sekedar
paham) schingga sikap nya berada pada tingkat
sedang (sckadar patuh) yang berdampak pada

pola perilaku berada pada tingkat rendah
(kompensasi tinggi).
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